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PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS

IBUKOTA JAKARTA
NOMOR 202 TAHUN 2012

TENTANG

TATA CARA PENDAFTARAN DAN PELAPORAN SERTA PENDATAAN
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN

Menimbang

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINS| DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

o

bahwa sebagai pelaksanaan lebih lanjut ketentuan Pasal 11 ayat (3)
Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan
Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, perlu mengatur ketentuan
mengenai tata cara pendaftaran dan pelaporan serta pendataan Pajak
Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2);

bahwa Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP) berfungsi sebagai
surat pemberitahuan dari wajib pajak atas data subjek dan objek PBB-
P2 dan dipergunakan juga sebagai dasar untuk menetapkan PBB-P2
yang terutang yang tercantum dalam Surat Pemberitahuan Pajak
Terutang (SPPT);

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a dan huruf b, serta dalam rangka meningkatkan pelayanan
pemungutan PBB-P2, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang
Tata Cara Pendaftaran dan Pelaporan serta Pendataan Pajak Bumi dan
Bangunan Perdesaan dan Perkotaan,;

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2008;

Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi
Daerah Khusus l|bukota Jakarta sebagai |bukota Negara Kesatuan
Republik Indonesia;

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah;

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan,



Menetapkan

10.

Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak
Daerah yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau
Dibayar Sendiri Oleh Wajib Pajak;

Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat
Daerah;

Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Ketentuan Umum
Pajak Daerah;

. Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan

Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;

Peraturan Gubernur Nomor 34 Tahun 2009 tentang Organisasi dan
Tata Kerja Dinas Pelayanan Pajak;

Peraturan Gubernur Nomor 29 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Organisasi Unit Pelayanan Pajak Daerah;

MEMUTUSKAN :

PERATURAN GUBERNUR TENTANG TATA CARA PENDAFTARAN DAN
PELAPORAN SERTA PENDATAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
PERDESAAN DAN PERKOTAAN.

BAB |

KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan :

1.

2.

Daerah adalah Provinsi Daerah Khusus |bukota Jakarta.

Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai
unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.

Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi Daerah Khusus |bukota
Jakarta.

Dinas Pelayanan Pajak adalah Dinas Pelayanan Pajak Provinsi Daerah
Khusus Ibukota Jakarta.

Kepala Dinas Pelayanan Pajak adalah Kepala Dinas Pelayanan Pajak
Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Suku Dinas Pelayanan Pajak adalah Suku Dinas Pelayanan Pajak pada
Kota Administrasi.

Kepala Suku Dinas Pelayanan Pajak adalah Kepala Suku Dinas
Pelayanan Pajak pada Kota Administrasi.

Unit Pelayanan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat UPPD adalah
Unit Pelayanan Pajak Daerah Dinas Pelayanan Pajak yang berada di

wilayah Kecamatan.



10.

11

12.

13.

14.

15.

16.

Kepala Unit Pelayanan Pajak Daerah yang selanjutnya disingka
Kepala UPPD adalah Kepala Unit Pelayanan Pajak Daerah yang
berada di wilayah Kecamatan.

Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnyz
disingkat PBB-P2 adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yanc
dimiliki, dikuasai dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badar
pada sektor perdesaan dan perkotaan, kecuali kawasan yang
digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan dan
pertambangan.

Objek Pajak Perdesaan dan Perkotaan adalah objek pajak bumi dan/
atau bangunan yang dimiliki, dikuasai dan/atau dimanfaatkan oleh
orang pribadi atau badan, kecuali objek pajak bumi dan bangunan
sektor perkebunan, perhutanan dan pertambangan.

Surat Pemberitahuan Objek Pajak yang selanjutnya disingkat SPOP
adalah surat yang digunakan oleh wajib pajak untuk melaporkan data
subjek dan objek pajak bumi dan bangunan sektor perdesaan dan
perkotaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di
bidang perpajakan daerah.

Surat Pemberitahuan Pajak Terutang yang selanjutnya disingkat SPPT
adalah surat yang digunakan untuk memberitahukan besar Pajak Bumi
dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang terutang kepada wajib
pajak.

Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah
surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak
yang terutang beserta sanksi administrasi.

Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat NPWPD
adalah nomor yang diberikan kepada wajib pajak sebagai sarana dalam
administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal
diri atas identitas wajib pajak dan usaha wajib pajak dalam
melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan daerah.

Nomor Objek Pajak yang selanjutnya disingkat NOP adalah nomor
identitas yang diberikan atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki,
dikuasai dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan sebagai
wajib pajak.

BAB Il

TATA CARA PENDAFTARAN DAN PELAPORAN SERTA PENDATAAN

PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN
Bagian Kesatu
Pendaftaran dan Pelaporan

Pasal 2

(1) Setiap subjek pajak PBB-P2 wajib mendaftarkan diri dengan

menggunakan SPOP PBB-P2.

(2) SPOP PBB-P2 harus diambil sendiri oleh subjek pajak atau kuasanya

di UPPD sesuai dengan tempat kedudukan objek pajak atau tempat
lain yang ditunjuk oleh Kepala Dinas Pelayanan Pajak.



(3)

(4)

(1)

(2)

(3)

(1)

(2)

3)

(4)

SPOP PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sekurang-
kurangnya memuat :

a. data subjek pajak;
b. data objek pajak; dan
c. NOP.

Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan isi SPOP PBB-P2
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan
Kepala Dinas Pelayanan Pajak.

Pasal 3

SPOP PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, harus diisi
dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani dan
disampaikan kepada Kepala UPPD paling lama 30 (tiga puluh) hari
kerja setelah tanggal diterimanya SPOP PBB-P2 oleh wajib pajak.

Penyampaian SPOP PBB-P2 untuk subjek pajak perseorangan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan melampirkan
persyaratan sebagai berikut :

fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP);

fotokopi Kartu Keluarga (KK);

fotokopi Sertifikat Tanah/Girik; dan

fotokopi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) bagi bangunan yang telah
memiliki IMB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

coow

Penyampaian SPOP PBB-P2 untuk subjek pajak badan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1), dengan melampirkan persyaratan sebagai
berikut :

a. fotokopi identitas diri dari subjek pajak yang menandatangani
SPOP PBB-P2 atau surat kuasa dari Direktur Utama apabila
penanda tangan SPOP PBB-P2 dikuasakan;

b. fotokopi Akta Pendirian Perusahaan dan perubahannya;

c. fotokopi sertifikat tanah dan/atau bangunan badan usaha;

d. dalam hal wajib pajak badan menguasai, memanfaatkan dengan
memperluas atau menambah objek pajak berupa tanah dan/atau
bangunan, maka harus melampirkan bukti penguasaan atau
pemanfaatan objek pajak dimaksud; dan/atau

e. fotokopi IMB dan apabila subjek pajak masih dalam proses

pengurusan melampirkan tanda terima permohonan IMB dari Dinas
Pengawasan dan Penertiban Bangunan.

Pasal 4

Berdasarkan penyampaian SPOP PBB-P2 sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 3, kepada subjek pajak diberikan NPWPD dan NOP PBB-
P2.

NOP PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan untuk
setiap objek pajak PBB-P2.

NOP PBB-P2 sebagai identitas objek pajak dalam administrasi
perpajakan dan berfungsi sebagai sarana bagi wajib pajak dalam
melaksanakan hak dan kewajiban.

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian NOP PBB-P2
diatur dengan Peraturan Kepala Dinas Pelayanan Pajak.



(1)

(2)

(1)

(2)

Pasal 5

SPOP PBB-P2 yang tidak disampaikan atau dilaporkan setelah
mendapat teguran secara tertulis dalam jangka waktu sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), Kepala UPPD menerbitkan SKPD
secara jabatan.

Penerbitan SKPD secara jabatan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), dengan dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan
sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari pokok pajak.

Pasal 6

SPOP PBB-P2 yang disampaikan atau dilaporkan tetapi diisi tidak
benar atau tidak lengkap yang berakibat jumlah PBB-P2 dalam SPPT
lebih kecil dari PBB-P2 yang seharusnya terutang, Kepala UPPD
menerbitkan SKPD secara jabatan.

Penerbitan SKPD secara jabatan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), dengan dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan
sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari pokok pajak.

Pasal 7

Bentuk format SPOP PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6
tercantum dalam Lampiran Peraturan Gubernur ini.

(1)

(2)

3)

(4)

(5)

Bagian Kedua
Pendataan
Pasal 8

Kepala UPPD dapat melakukan pendataan atas subjek pajak atau
objek pajak PBB-P2 dalam rangka optimalisasi penerimaan PBB-P2
atau akurasi data SPOP PBB-P2 yang ada pada kantor UPPD.

Hasil pendataan objek pajak PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), dituangkan dalam berita acara pendataan dan laporan hasil
pendataan.

Berdasarkan hasil pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (2),
pada subjek pajak diberikan NPWPD dan NOP PBB P-2 dan sebagai
dasar diterbitkannya SPPT.

Hasil pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), digunakan
untuk menerbitkan SKPD PBB-P2 dengan sanksi administrasi
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6 apabila subjek
pajak tidak menyampaikan SPOP PBB-P2 atau SPOP PBB-P2 yang
telah disampaikan diisi tidak benar atau tidak lengkap yang berakibat
PBB-P2 kurang dibayar.

Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menggunakan
SPOP PBB-P2.



BAB lll
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 9

(1) Pada saat Peraturan Gubernur ini berlaku, terhadap SPOP PBB-P2
yang masih terutang berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun
1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 masih dapat ditagih

selama dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat
terutangnya pajak.

(2) Pajak terutang beserta sanksi administrasi berupa denda sebesar 25%
(dua puluh lima persen) dari pokok pajak atau selisih PBB-P2 yang
terutang yang tidak atau kurang dibayar berdasarkan SPOP PBB-P2
yang tidak disampaikan atau disampaikan tetapi diisi tidak benar dan

tidak lengkap oleh subjek pajak atau berdasarkan hasil pendataan
objek pajak dalam SPOP PBB-P2 yang dilakukan oleh Dinas

Pelayanan Pajak, dapat ditagih selama dalam jangka waktu 5 (lima)
tahun sejak saat terutangnya pajak dengan menerbitkan SKPD PBB-

P2.
BAB IV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 10
Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2013.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan

Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 19 Desember 2012

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

L& M
JOKO WIDODO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 20 Desember 2012

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

e

FADJAR PANJAITAN
NIP 195508261976011001

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN 2012 NOMOR 193



Lampiran . Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khust
Ibukota Jakarta

Nomor 202 TAHUN 2012
Tanggal 19 Desember 2012

PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA l"f’ﬁ omue [ | [T ]%L-j*[
DINAS PELAYANAN PAJAK : BRGNSk
SURAT PEMBERITAHUAN OBJEK PAJAK Selain yang diisi oleh petugas (bagian yang diarsir) diisi oleh Waji
PBB PERDESAAN DAN PERKOTAAN st

beri tanda silang pada kolom yang sesuai
AT ER

B. DATA LETAK OBJEK PAJAK

I IO T LI L L L LTI I T I ]
8. KELURAHAN 9.RW 10.RT

CIL I T T T I T T I I I IITIII ] L L1
OO TTTITTT I I TT]
12. STATUS (] 1 pemi [] 2pewews  [] srpegoos [ ] aremaa [ | s sengrets

13. PEKERJAAN D 1. PNS*®) D 2. TNIIPOLRI *) D 3. Pensiunan *) ]:] 4. Badan I:I 5. Lainnya

14. NAMA SUBJEK PAJAK 15. NPWP

EEEEEEEEENEEEEEEEESEEEEEEEEEEEEEEEEEEEENEE
LI I I I I IIIIITI [ LIl

LE LT B S LTI PVT VT LTI ST L0 L)

21. KECAMATAN

O O O O I O 0 O O

22. KOTA /| KAB. ADM - KODE POS

Bl iSESNEENURFEEAENRREEE S

23. NPWPD 24, Nomor Telepon/HP

L L) L TNV P VT YR LI ed ) L bt LI YL T

25. NOMOR KTP 26. Email

I 0 O O o

D. DATA TANAH

T

28. ZONA NILAI TANAH

zowastavno [ | [T T T T]]

29. JENIS TANAH |:] 1. Tanah + Bangunan D 2. Kavling siap bangun I:I 3. Tanah kosong D 4. Fasilitas Umum

D 5. Tanah Perairan

Calatan : *) yang penghasilannya semata-mata berasal dari gaji atau uang pensiun




30. JUMLAH BANGUNAN I
Saya menyatakan bahwa informasi yang telah saya berikan dalam formulir ini termasuk lampirannya adalah benar, jelas dan lengkap menurut keadaan yang sebenarnya, sesuai

OGN (aiedaniia ansl b aa sAn b s n s sa ma i mi

31. NAMA SUBJEK PAJAK/
KUASANYA 32. TANGGAL 33. TANDA TANGAN

- Dalam hal bertindak selaku kuasa Surat Kuasa harap dilampirkan

- Dalam hal subjek pajak mendaftarkan sondnn Objek pajak, supaya menggambarkan skel/denah lokasi objek pajak
- Batas waktu penge SPOP 30 (tiga puluh) hari sejak diterima oleh Subjek Pajak sesuai Perda Nomor 6 Tahun 2011 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah
G. IDE NTITAS PENDATA | PEJABAT YANG BERTANGGUNG JAWAB

SKET/DENAH LOKASI OBJEK PAJAK

Contoh Penggambaran
Kelerangan |
Gambarkan sket/denah lokasi objek pajak
(tanpa skala) yang dihubungkan dengan jalan
rayaljalan protokol, jalan lingkungan dan lain-lain
yang mudah diketahui oleh umum

JL Kering

- sebutkan batas-batas pemilikan sebelah utara,
selatan, timur dan barat =i

aamg




LAMPIRAN : SURAT PEMBERITAHUAN OBJEK PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN

A. RINCIAN DATA BANGUNAN

PERKOTAAN Ha fafwsle [ [ | l | l | l | IJ
1. JENIS TRANSAKSI! Dt Perekaman Data D 2. Pemutakhiran Data D 3. Penghapusan data

D4 Penilaian Individual

PROV KOTA/KAB ADM  KEC KEL BLOK NO. URUT KODE 3. JUMLAH BNG E
2 Nop Ly LA L) By ]

4. BANGUNAN KE

5. JENIS PENGGUNAAN D 1. Perumahan E] 2. Perkantoran swasta l:l 3. Pabrik
* BANGUNAN
D 4. Toko/Apotik/Pasar/Ruko D 5. Rumah sakit/klinik D 6. Olahraga/Rekreasi
D 7. Hotel / wisma D 8. Bengkel/'Gudang/Pertanian D 9. Gedung Pemerintah
l:l 10. Lain-lain [:I 11. Bangunan tdk kena pajak D 12. Bangunan Parkir
D 13. Apartemen Strata Title [:] 14, Rumah Susun D 15. SPBU dan sejenisnya
D 16. Tempat D 17. Gedung Sekolah [] 18. Tower dan sejenisnya
Penampungan/Kilang
Minyak, Air, Gas dan Pipa
D 19. Jalan tol dan sejenisnya [:] 20. Perguruan Tinggi D 21. Menara
D 22. Kolam Renang D 23. Pagar Mewah |:| 24, Galangan Kapal/Dermaga
D 25. Taman Mewah D 26. Jalan lingkungan yang terletak dalam satu kompleks bangunan seperti hot
pabrik dan emplasemennya yang merupakan satu kesatuan deng
kompleks bangunan tersebut
6.  LUAS BANGUNAN (M2) EEENRRARENS 7. JUMLAH LANTAI 1]
& TAHUNDBANGN EEEEE
9. TAHUN DIRENOVASI| D:D:D 10. DAYA LISTRIK TERPASANG (WATT) [ I l r l [ —I
11.  KONDISI PADA UMUMNYA D 1. Sangat Baik D 2. Baik D 3. Sedang D 4, Jelek I:I
12. KONSTRUKSI D 1. Baja D 2. Beton D 3. Batu Bata D 4. Kayu D
1. Decrabon/ 2. Gig Beton 3. Gtg. Biasa/Siraj
B ATAR [ L] jie [] ccodsasa[ ] sumee  [] s
Beton/Glg {Alumunium e g
Glazur
1. Kaca Alumunium E] D 3. Batu bata/
14, DINDING D 2. Beton Conblok D 4, Kayu |:| 5. Seng
15. LANTAI D 1. Marmer D 2. Keramik D 3. Teraso E\ 4. Ubin PClpapan D 5. Semen
X i 2. Triplek/Asbes .
16 LANGIT-LANGIT D 1. Akustik/jati D - D 3. Tidak ada

BAHAN PAGAR

D 1. Baja/besi
D 3. Kombinasi

D 2. Bata/Balako

KEBAKARAN

D2_ Sprinkle
DB Fire Alarm

17.  JUMLAH AC |Spm I ] ]Window | | JSeahng 18. AC Sentral D 1, Ada D 2. Tidak ada
19. LUAS KOLAM RENANG (M2) | [ 20. LUAS PERKERASAN HALAMAN (M2)
Ringan Berat
D 1. Diplester ! D 2. Dengan pelapis
lantai
21.  JUMLAH LAPANGAN TENIS DGN LAMPU TANPA LAMPU 22. JUMLAH LIFT 23. JUMLAH TANGGA BERJALAN
ED Beton Penumpang
(1] s [T [T kawsu weosom [ ]
M @=,. O e - wromu [T
24.  PANJANG PAGAR (M2) L | 25, PEMADAM T i | i aca 2. Tidak ada

Dt Ada DZ Tidak ada
D‘l Ada D?..Tldak ada




2. :L;h;;AH SALURAN PESAWAT EEED 27.  KEDALAMAN SUMUR ARTESIS (M2) I:EI:D

AHAN LUNTUK JPB = 3/8

D PABRIK/BENGKEL/GUDANG/PERTANIAN (JPB = 3/8)

28. TINGGI KOLOM (m) ]:[:] 20. LEBAR BENTANG ED
30, DAYA DUKUNG []:L__':J 33, KELILING E]:I:[:’ 33, LUAS MEZZANINE I:]:[:lj
LANTAI (Kg/m2) DINDING (m)

(m2)

[ DATA TAMBAHAN UNTUK BANGUNAN NON STANDARD

[l PERKANTORAN SWASTA/GEDUNG PEMERINTAH (JPB = 2/9)
33, KELAS BANGUNAN D 1. Kelas 1 D 2. Kelas 2 D 3. Kelas 3 D 4. Kelas 4

[] tokomporikpasar ruKo (eB = 4)
34. KELAS BANGUNAN [] 1 kelast [] 2kes2 [] 3Kelas3

[:l RUMAH SAKIT/KLINIK (JPB = 5)
35. KELAS BANGUNAN |:| 1. Kelas 1 D 2. Kelas 2 D 3. Kelas 3 D 4. Kelas 4

36, LUAS KMR DGN AC D:D:D 37, LUAS RUANG LAIN ED:ED
" SENTRAL (M2) * DGN AC SENTRAL

(M2)

[] oanracarexreasi wpe =g)
38. KELAS BANGUNAN D 1. Kelas 1 D 2. Kelas 2

D HOTEL/WISMA (JPB =7)
39. KELAS BANGUNAN D 1. Non resort D 2. Kelas 2

40. JML BINTANG D 1. Bintang 5 D 2. Bintang 4 D 3. Bintang 3 l:' 4. Bintang 1-2 D 4. Non Bintz
41, JML KAMAR E‘:[D 41, LUAS KAMAR DGN D:D:I:l 42, LUAS RUANG LAIN DI‘:’:I
AC SENTRAL (M2) DGN AC SENTRAL

(M2

D BANGUNAN PARKIR (JPB = 12)
44. KELAS BANGUNAN D 1. Tipe 4 D 1. Tipe 3 D 3. Tipe 2 D 4. Tipe1

D APARTEMEN (JPB = 13)
45. KELAS BANGUNAN D 1. Kelas 1 I:l 2. Kelas 2 D 3.Kelas 3 D 4. Kelas 4

46. JML APARTEMEN EI:I:]:D 47, LUAS KAMAR DGN D]:I:D 48, LUAS RUANG LAIN I:D:D]
AC SENTRAL (M2) DGN AC SENTRAL

(M2)

|:| TANGKI MINYAK (JPB = 15)
49. KAPASITAS TANGKI (M3) D:l:!___l:] 50. LETAK TANGKI D 1. Diatas Tanah D 2. Dibawah Tanah

D GEDUNG SEKOLAH (JPB = 16)
51. KELAS BANGUNAN D 1. Kelas 1 D 2. Kelas 2

E. PENILAIAN INDIVIDUAL (x 1000 Rp )

s2. NILAI SISTEM [TTTTTTTTT] 52. NILAI INDIVIDUAL HEEREEEEEE

F. IDENTITAS PENDATAPEJABAT YANG BERWENANG

PETUGAS PENDATA MENGETAHUI PEJABAT YANG BERWENANG
s ToLKunJuncankemsau | | 1/] | /] | | §9. TGL PENELITIAN ERDEEGNE
55. TGL PENDATAAN } I I / ] [ l fI I ] 60. TANDA TANGAN

58. TANDA TANGAN
61. NAMA JELAS

57. NAMA JELAS ﬁ2NlP|I]l[‘1l|TIIII]|I
s ne [ [T JTTTITTTTTTTTTTT]

GUBERNUR PROVINS| DAERAH KHUSUS
IBUKOTAI JAKARTA,

A

. _——
JOK® WIDODO





